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ABSTRAK 

Tujuan – Administrasi perjalanan dinas merupakan bagian penting dari administrasi perkantoran yang 

mendukung efektivitas organisasi dan keberlangsungan operasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

pelaksanaan prosedur administrasi perjalanan dinas di Bank BJB Kantor Pusat Bandung, khususnya pada 

Divisi DJK, yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

Metodologi – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan General Secretary Divisi DJK, 

sedangkan data dokumentasi diperoleh dari Human Capital System (HCS), sistem My Activity, dan dokumen 

resmi perjalanan dinas. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi pelaksanaan prosedur serta 

mengidentifikasi kendala yang dihadapi. 

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur administrasi perjalanan dinas telah dilaksanakan 

sesuai ketentuan dan didukung sistem digital yang meningkatkan efisiensi serta transparansi. Namun, 

masih terdapat kendala berupa ketidaklengkapan dokumen, keterlambatan proses persetujuan, dan 

kurangnya ketelitian pegawai dalam melengkapi persyaratan administrasi. Kendala tersebut memengaruhi 

efektivitas proses reimbursement dan efisiensi administrasi. Secara umum, prosedur yang diterapkan telah 

sesuai dengan teori administrasi perkantoran, meskipun masih memerlukan optimalisasi. 

Kebaruan – Penelitian ini memberikan gambaran mengenai implementasi prosedur administrasi 

perjalanan dinas berbasis digital di sektor perbankan melalui pemanfaatan Human Capital System (HCS) 

dan sistem My Activity. 

Signifikansi – Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi organisasi dalam meningkatkan 

efisiensi administrasi, ketelitian pegawai, dan pengelolaan perjalanan dinas berbasis digital. 
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1. Pendahuluan 

Administrasi perkantoran adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan 

operasional di dalam suatu perusahaan untuk memfasilitasi pengoperasi bisnis yang efisien. 

Pengelolaan administrasi kantor yang efisien dapat membantu mendukung pencapaian target 

organisasi dengan cara efektif dan efisien (Susanti et al., 2021). Dalam pelaksanaannya, salah satu 

aspek administrasi perkantoran adalah pengaturan perjalanan dinas yang terkait dengan tugas 

pegawai di luar kantor, tetapi tetap bagian dari aktivitas organisasi. 

 Toding et al. (2023) mengatakan bahwa pengelolaan administrasi perjalanan dinas yang 

optimal akan memfasilitasi operasi yang lancar dan mengurangi kesalahan administratif.   Pada 

umumnya, seluruh pengaturan perjalanan dinas ditangani oleh perusahaan. Perusahaan yang 

menentukan lokasi tujuan yang akan di kunjungi serta menanggung seluruh biaya keperluan 

perjalanan dinas, meliputi biaya transportasi, akomodasi hotel, makanan, minuman, dan 

tunjangan lainnya yang terkait dengan perjalanan dinas tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk 

berbagai tujuan, di antaranya pengawasan cabang, seminar, diklat, tender, kesepakatan bisnis, 

kolaborasi, kehadiran acara seremonial, kegiatan sosial, beserta kegiatan lainnya yang 

mendukung operasional perusahaan (Yuliani et al., 2022). Dengan demikian, pelaksanaan 

perjalanan dinas yang terencana dan terorganisir dengan baik merupakan faktor krusial dalam 

mendukung kelancaran operasional perusahaan. 

Dalam pelaksanaannya, perjalanan dinas wajib dilakukan sesuai prosedur yang telah 

ditetapkan supaya kegiatan berjalan efektif dan terarah. Prosedur perjalanan dinas biasanya 

mencakup beberapa tahapan, seperti persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagai bentuk 

akuntabilitas atas kegiatan yang telah dilaksanakan (Yuliani et al., 2022). Pada tahap persiapan 

ini, berbagai persyaratan harus dipenuhi, seperti kelengkapan dokumen perjalanan dinas, 

reservasi transportasi serta akomodasi, dan penyusunan jadwal perjalanan untuk mendukung 

kelancaran aktivitas. Dalam konteks ini, sekretaris memegang peran krusial dalam mengatur dan 

mengkoordinasikan seluruh keperluan perjalanan dinas agar sesuai ketentuan yang berlaku 

(Susanti et al., 2021). Selain itu, penyelenggaraan perjalanan dinas wajib mengikuti ketentuan 

yang ada supaya aktivitas berlangsung dengan tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sekretaris bertugas mendukung pengelolaan dan penyediaan sarana perjalanan dinas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku (Toding et al., 2023). 

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, pengelolaan administrasi perjalanan dinas 

tidak selalu lancar dan efisien. Masih ada berbagai hambatan, pengelolaan dokumen manual, 

penumpukan laporan perjalanan dinas, dan ketidakakuratan pencatatan pengeluaran perjalanan. 

Tak hanya itu, sering pula terjadi kesalahan format dokumen dan pembengkakan dana dinas di 

luar ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dalam 

pengelolaan administrasi (Toding et al., 2023). Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Umum 

Divisi DJK, kendala terbesar ada di tahap penggantian biaya (reimburse). Masalah yang timbul 

meliputi hilangnya nota tagihan, ketidaklengkapan pengisian data sistem, serta keterlambatan 

proses persetujuan yang menyebabkan nomor perjalanan dinas tidak tercatat ke dalam sistem. 

Selain itu, volume dokumen yang besar serta rendahnya kesadaran pegawai untuk melengkapi 

data secara mandiri juga menjadi penyebab keterlambatan proses administrasi perjalanan dinas. 

Bahkan, penumpukan tagihan dari periode sebelumnya semakin membebani penyelesaian 

administrasi yang sedang berlangsung. Dari beragam hambatan itu, masalah yang paling 

menonjol adalah ketidaklengkapan dokumen perjalanan dinas, terutama pada tahap proses 

reimburse, sehingga berdampak langsung terhadap keterlambatan proses administrasi. 

Dampaknya, kondisi ini dapat menghambat kinerja sekretaris dalam mengelola administrasi 

perjalanan dinas, serta menyebabkan penundaan penyelesaian reimburse dan pengelolaan 
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dokumen secara keseluruhan. Jika permasalahan ini berlanjut, maka dapat menurunkan 

efektivitas kerja serta kelancaran operasional organisasi. 

Kondisi tersebut menandakan adanya ketidaksesuaian antara prosedur perjalanan dinas 

yang idealnya dilakukan secara teratur, sistematis, dan sesuai ketentuan yang berlaku dengan 

realisasinya di lapangan yang masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Secara teoritis, 

administrasi perjalanan dinas sudah memiliki rangkaian tahapan dan prosedur yang jelas, mulai 

dari pengajuan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban melalui proses reimburse. Akan tetapi, 

dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti kelengkapan dokumen yang kurang, 

keterlambatan approval, serta kurangnya ketelitian dalam pengelolaan administrasi. Di samping 

itu, minimnya kesadaran dan kedisiplinan karyawan dalam melengkapi data serta volume 

dokumen yang tinggi turut memperbesar kesenjangan antara prosedur yang ditetapkan dan 

pelaksanaannya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa walaupun sistem dan prosedur telah ada, 

implementasinya belum sepenuhnya optimal dan efektif. Oleh karena itu, kelengkapan dokumen 

yang kurang menjadi salah satu penyebab utama yang memperlebar ketimpangan antara 

prosedur yang telah ditetapkan dan realisasinya di lapangan. Maka, diperlukan analisis mendalam 

tentang pelaksanaan prosedur perjalanan dinas, guna mendeteksi faktor penyebab 

ketidaksesuaian dan solusi perbaikannya.  

Bersamaan dengan kemajuan teknologi, administrasi perkantoran telah mengalami 

transformasi signifikan, terutama dalam sistem kerja yang semakin kompleks seiring dengan 

kemajuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi ini telah meningkat produktivitas dan 

mengubah pelaksanaan aktivitas administrasi perkantoran (Aulia, 2023). Prosedur administrasi 

telah berevolusi dari teknik manual menjadi sistem yang lebih kompleks seiring dengan kemajuan 

teknologi. Prosedur dalam administrasi bertindak sebagai pedoman yang memudahkan 

koordinasi aktivitas dan menjamin bahwa pekerjaan dilakukan secara sistematis dan efektif. 

Pandangan ini juga selaras dengan (Zega, 2022) yang menyebut prosedur administrasi sebagai 

panduan kerja untuk mengatur alur kegiatan secara terarah, terstruktur, dan efisien dalam 

pelaksanaannya. Menurut (Toding et al., 2023), untuk menjamin aktivitas yang efisien dan 

terorganisir dengan baik, posedur administratif termasuk perjalanan dinas harus mematuhi 

protokol yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut (Yuliani et al., 2022), proses perjalanan dinas 

mencakup sejumlah fase penting, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, yang 

semuanya saling terkait dan berfungsi sebagai jenis akuntabilitas aktivitas. Serupa dengan hal ini, 

menurut (Susanti et al., 2021) pelaksanaan perjalanan dinas membutuhkan perencanaan yang 

cermat, termasuk pembuatan dokumen perjalanan, pengaturan transportasi, dan koordinasi 

dengan departemen terkait.  

 Perjalanan dinas merupakan aktivitas yang dilakukan pegawai atau karyawan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan diluar kantor yang terkait dengan kepentingan organisasi atau 

perusahaan. Menurut (Yuliani et al., 2022) mendefinisikan perjalanan dinas sebagai aktivitas 

dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan 

perusahaan, di mana semua biaya, termasuk penginapan dan transportasi, ditanggung oleh 

perusahaan. Selain itu, menurut (Susanti et al., 2021), perjalanan dinas dilakukan untuk berbagai 

alasan, termasuk kunjungan kerja, kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta menerima 

undangan untuk berpartisipasi dalam acara organisasi. Perencanaan yang cermat diperlukan 

perjalanan dinas, mulai dari mengatur kegiatan hingga mengelola dokumen dan transportasi.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pelaksanaan prosedur administrasi perjalanan dinas oleh Sekretaris Umum Divisi DJK Bank BJB 

Kantor Pusat Bandung, dari tahap pengajuan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban melalui 
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reimburse. Analisis ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah prosedur yang diterapkan telah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengukur peran Sekretaris Umum dalam mengelola 

administrasi perjalanan dinas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengenali hambatan dalam 

pengelolaan administrasi perjalanan dinas, khususnya masalah kelengkapan dokumen yang 

kurang dan pengaruhnya terhadap proses reimburse. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pemahaman lebih jelas tentang pelaksanaan prosedur perjalanan dinas serta 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, keteraturan, dan efisiensi 

pengelolaan administrasi perjalanan dinas di lingkungan perusahaan. 

2. Metodologi 

Untuk lebih memahami bagaimana prosedur administrasi perjalanan dinas diimplementasikan, 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Strategi ini digunakan karena menyoroti 

prosedur, tugas, dan masalah yang muncul Ketika mengelola administrasi perjalanan dinas di 

perusahaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, 

dokumentasi dan studi pustaka. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap 

penggunaan sistem Human Capital System (HCS) dan My Activity dalam pengelolaan administrasi 

perjalanan dinas. 

Wawancara dilakukan secara langsung kepada Sekretaris Umum Divisi DJK Bank BJB 

Kantor Pusat Bandung sebagai sumber informasi tentang pelaksanaan prosedur administrasi 

perjalanan dinas, kendala yang ada, dan jalannya proses administrasi. Teknik dokumentasi 

mengumpulkan berkas pendukung seperti form pengajuan perjalanan dinas, data pada sistem My 

Activity, bukti pembayaran, dan dokumen terkait reimburse. Studi Pustaka dimanfaatkan untuk 

mengumpulkan dasar teori dari jurnal serta sumber ilmiah terakit administrasi perkantoran dan 

perjalanan dinas. Penelitian ini dilaksanakan di Bank BJB Kantor Pusat Bandung. Data dianalisis 

secara deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna 

mendapatkan pemahaman komprehensif tentang pelaksanaan prosedur administrasi perjalanan 

dinas. 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1. Hasil 

Administrasi perjalanan dinas di Bank BJB Kantor Pusat Bandung dikelola oleh Sekretaris Umum 

Divisi DJK yang bertanggung jawab atas seluruh prosesnya, mulai dari pengajuan hingga 

pertanggungjawaban. Bedasarkan wawancara, meskipun belom ada Standar Operasional 

Prosedur (SOP) tertulis, pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti alur kerja sistematis yang telah 

diterapkan. Dalam praktiknya, administrasi perjalanan dinas memanfaatkan sistem digital 

internal seperti Human Capital System (HCS) pada menu perjalanan dinas serta sistem My 

Activity. Kedua sistem ini mendukung pengelolaan terintegrasi dari input data, pelaksanaan 

kegiatan, hingga pelaporan dan reimburse. Penggunaan sistem ini mencerminkan digitalisasi 

perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perjalanan dinas.  

Tahap pertama adalah penginpunan data di HCS melalui menu perjalanan dinas, di mana 

pegawai mengisi informasi seperti tujuan, durasi, jenis kegiatan, transportasi, unit kerja, dan cost 

center. Data tersimpan dan dapat dipantau secara real-time, baik masih diproses maupun sudah 

disetujui. 
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Gambar 1. Tampilan Menu Perjalanan Dinas pada Sistem HCS 

Sistem HCS juga menampilkan status persetujuan (approval) dari atas seperti supervisor 

dan pihak terkait. Persetujuan ini esensial karena perjalanan dinas baru dapat dilakukan setelah 

mendapat izin resmi, sehingga pengawasan administrasi lebih terstruktur dan terdokumentasi. 

Gambar 2. Status Persetujuan Perjalanan Dinas Pada Sistem HCS 

Setelah kegiatan selesai, pegawai menyampaikan laporan aktivitas melalui sistem My 

Activity. Pada tahap ini, pegawai wajib mengisi laporan kegiatan dengan melengkapi data seperti 

dokumentasi, lokasi, dan uraian aktivitas yang dilakukan. Laporan tersebut kemudian menjalani 

proses persetujuan sebelum dilanjutkan ke tahap administrasi berikutnya. 
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Gambar 3. Tampilan Pelaporan Aktivitas pada Sistem My Activity 

Selanjutnya, pegawai menyediakan dokumen pendukung sebagai persyaratan 

pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dokumen tersebut mencakup bukti transaksi seperti 

invoice, tiket transportasi, dan berkas lain terkait kegiatan perjalanan dinas. Dokumen yang 

terkumpul kemudian dicetak dan diserahkan kepada Sekretaris Umum untuk diverifikasi 

sebelum dilanjutkan prosesnya. 

 

Gambar 4. Contoh Dokumen Invoice Perjalanan Dinas 
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Gambar 5. Contoh Dokumen Perjalanan Dinas yang Diajukan 

Tahap terakhir proses administrasi perjalanan dinas adalah reimburse, yakni pengajuan 

penggantian biaya perjalanan yang telah dikeluarkan pegawai. Pada tahap ini, semua dokumen 

yang terkumpul diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian sebelum proses 

penggantian biaya dilakukan. 

Namun, bedasarkan wawancara dan dokumen yang diperoleh, masih ada beberapa 

hambatan dalam pelaksanaan administrasi perjalanan dinas. Salah satu hambatan utama adalah 

nomor perjalanan dinas yang belum muncul di sistem, akibat laporan aktivitas di sistem belum 

disetujui ataupun belum dilengkapi. Hal ini terlihat dari status “menunggu persetujuan 

supervisor”, sehingga data perjalanan dinas belum tercatat lengkap di sistem.  

 

 

Gambar 6. Kendala pada Sistem Perjalanan Dinas yang Belum Terproses 

Selain itu, masih ada hambatan seperti kelengkapan dokumen pendukung yang kurang 

serta penumpukan berkas perjalanan dinas yang belum diproses. Situasi ini menyebabkan 

penundaan proses reimburse dan menghalangi kelancaran administrasi perjalanan dinas secara 

keseluruhan. 
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Dengan demikian, meskipun sistem digital dan terstruktur telah diterapkan, pelaksanaan 

masih hadapai kendala yang memengaruhi efektivitas pengelolaan administrasi, terutama 

kelengkapan dokumen dan persetujuan.  

 

3.2. Discussions 

Bedasarkan hasil penelitian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas di Bank BJB Kantor Pusat 

Bandung melibatkan tahapan saling terkait dengan memanfaatkan sistem digital Human Capital 

System (HCS) dan My Activity. Penerapan sistem ini mencerminkan kemajuan digitalisasi 

administrasi perjalanan dinas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data 

serta proses administrasi. Digitalisasi administrasi perkantoran bukan hanya alat pendukung 

kerja, melainkan elemen krusial untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi. Melalui 

sistem seperti HCS dan My Activity, pencatatan, penyimpanan, serta pengolahan data perjalanan 

dinas menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi. Hal ini konsisten dengan pernyataan (Ariani, 

2025) bahwa alur kerja yang terorganisir, metodis, dan terkoordinasi dengan baik dapat 

dihasilkan oleh administrasi kantor yang terstruktur. 

Di samping itu, penerapan sistem digital dalam administrasi perjalanan dinas 

meningkatkan efisiensi kerja serta meminimalkan kesalahan pencatatan data. Sistem ini 

memungkinakan pencatatan otomatis untuk mengurangi risiko hilangnya data dan kesalahan 

input. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian (Sumeleh et al., 2024) yang menunjukan bahwa 

sistem administrasi berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dan 

menyederhanakan pengelolaan data organisasi. Dibandingkan dengan teori (Yuliani et al., 2022) 

yang menyebut prosedur perjalanan dinas mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan 

pelaporan, hasil penelitian menunjukan tahapan tersebut telah diterapkan di Bank BJB. Hal ini 

terlihat dari proses penginputan data perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan 

melalui sistem My Activity. 

Tahap persiapan perjalanan dinas sangat krusial karena menentukan kelancaran proses 

berikutnya. Pada tahap ini, pegawai harus memastikan data dan dokumen terisi benar sebelum 

persetujuan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang 

ditetapkan. Setelah selesai, tahap pelaporan dilakukan sebagai akuntabilitas kegiatan dan biaya 

yang dikeluarkan. Hal ini selaras dengan pendapat (Yuliani et al., 2022), yang menyatakan bahwa 

untuk menjamin kelancaran operasional prosedur perjalanan bisnis yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan harus dilakukan secara metodis. (Susanti et al., 2021) juga 

menekankan persiapan memerlukan kelengkapan administrasi seperti persetujuan, dokumen 

perjalanan, serta pengaturan transportasi dan akomodasi. Kondisi tersebut menandakan praktik 

di Bank BJB sesuai teori tentang pentingnya kelengkapan administrasi perjalanan dinas. Untuk 

menjamin efektivitas dan efisiensi, implementasi juga memerlukan persiapan yang cermat, 

termasuk jadwal, tujuan kegiatan, transportasi, dan akomodasi (Sudarmono, 2024). 

Penggunaan sistem digital dalam administrasi perjalanan dinas menunjukkan prosedur 

terstruktur. Hal ini didukung (Sumeleh et al., 2024) bahwa sistem dan proses yang efektif 

memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk manajemen administrasi yang 

lebih sukses dan efisien. Temuan ini juga sesuai dengan studi tentang sistem perjalanan dinas di 

suatu instansi yang membuktikan bahwa sistem terintegrasi meningkatkan efisiensi proses 

administrasi dan memudahkan pengawasan kegiatan secara komprehensif (Syuhada et al., 2021). 

(Toding et al., 2023) memperkuat bahwa prosedur administrasi perjalanan dinas berfungsi 

sebagai panduan alur kegiatan agar tertib dan seragam. 

Namun, pelaksanaannya masih hadapi kendala yang menunjukan ketidaksesuaian teori dan 

praktik. Kendala utama adalah nomor perjalanan dinas belum muncul di sistem karena laporan 
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My Activity belum disetujui. Kondisi ini menandakan faktor manusia (human error) sebagai 

penyebab utama keterlambatan administrasi perjalanan dinas, selaras dengan (Nurjihaan et al., 

2024) bahwa kurangnya ketelitian dan pemahaman pegawai terhadap prosedur sering jadi 

pemicu. (Toding et al., 2023) juga menyebut dokumen perjalanan dinas sering tak sesuai format 

dan laporan menumpuk, menghambat kinerja administrasi. 

Kendala lain adalah kelengkapan dokumen pendukung kurang seperti invoice atau data 

dinas tidak lengkap, serta penumpukan berkas, menyebabkan keterlambatan reimburse dan 

menghalangi kelancaran administrasi. Masalah ini menekankan pengelolaan dokumen sebagai 

aspek krusial. Dokumen perjanan dinas (internal dan eksternal) berfungsi sebagai bukti 

administratif dan dasar pertanggungjawaban (Sudarmono, 2024). (Adventy et al., 2024) 

memperkuat bahwa keterlambatan pelaporan dan dokumen tak lengkap jadi hambatan utama, 

terutama pada pertanggungjawaban biaya. (Yuliani et al., 2022) menegaskan laporan perjalanan 

dinas harus disertai bukti transaksi untuk akuntabilitas jelas dan terstruktur.  

Dari analisis, pelaksanaan prosedur administrasi perjalanan dinas di Bank BJB umumnya sesuai 

teori, khususnya tahapan dan sistem. Namun, praktiknya belum sepenuhnya optimal karena 

beberapa kendala. Oleh karena itu, perlu upaya perbaikan pengelolaan administrasi perjalanan 

dinas, terutama meningkatkan kelengkapan dokumen dan ketepatan pengisian serta persetujuan 

data di sistem. 

Pada tingkat umum, eksekusi perjalanan dinas telah menyesuaikan diri dengan prinsip 

teori yang menjelaskan adanya rangkaian tahapan pokok dalam prosedur perjalanan dinas, yakni 

tahap penyediaan awal, tahap realisasi kegiatan, dan tahap dokumentasi akhir. Fakta ini dapat 

diamati melalui adanya mekanisme pengisian informasi perjalanan dinas, pelaksanaan rutinitas 

sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya, serta penyampaian laporan sebagai wujud 

akuntabilitas atas aktivitas melalui aplikasi sistem yang telah disediakan. Walaupun demikian, 

pada sisi aplikasinya di lapangan masih ditemukan sejumlah rintangan yang berdampak pada 

tingkat keberhasilan pelaksanaan administrasi perjalanan dinas. Hambatan paling signifikan 

yang teridentifikasi adalah ketidaksempurnaan kelengkapan berkas-dokumen, keterlambatan 

pada tahap verifikasi persetujuan, serta ketidakhadiran kode identitas perjalanan dinas di 

platform digital yang disebabkan oleh belum finalnya verifikasi data secara menyeluruh. Di luar 

itu, elemen ketelitian individu dan tingkat kepatuhan pegawai saat memasukkan informasi juga 

berperan sebagai salah satu pendorong utama terhentinya kelancaran proses administrasi. 

4. Kesimpulan  

Dari temuan penelitian beserta pembahasan terkait pelaksanaan tata cara administrasi 

perjalanan dinas pada Bank BJB Kantor Pusat Bandung, secara keseluruhan dapat dirangkum 

bahwa pengelolaan administrasi perjalanan dinas sudah dijalankan dengan memaksimalkan 

aplikasi teknologi digital melalui platform Human Capital System (HCS) serta My Activity. Adopsi 

sistem semacam ini menggambarkan bahwa penataan administrasi telah bergerak ke arah 

pendekatan yang lebih teratur, terbuka terhadap pengawasan, dan hemat tenaga kerja. 

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem dan prosedur administrasi 

perjalanan dinas telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, pelaksanaannya belum 

sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor teknis dan non-teknis, khususnya 

dalam pengelolaan dokumen dan proses administrasi. Bedasarkan hasil penelitian, penulis 

menyampaikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas administrasi perjalanan 

dinas di Bank BJB, yaitu: (1) pegawai diharapkan lebih cermat menginput data perjalanan dinas 

di sistem HCS dan My Activity agar menghindari kesalahan yang menghambat proses administrasi 
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berikutnya; (2) disarankan menyediakan checklist kelengkapan dokumen perjalanan dinas 

sebagai panduan pegawai sebelum reimburse, untuk memastikan dokumen lengkap dan sesuai 

ketentuan; (3) perlu sosialisasi atau pelatihan tentang prosedur perjalanan dinas agar pegawai 

lebih memahami alur dan persyaratan administrasi; (4) sistem yang ada perlu dimaksimalkan 

dengan mematuhi prosedur dan meningkatkan disiplin pegawai dalam penggunaannya; (5) 

perusahaan diharapkan memperbaiki pengelolaan dokumen unruk mencegah penumpukan 

berkas dan keterlambatan proses administrasi. 
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